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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama menghadapi 

berbagai tantangan, termasuk penumpukan perkara, proses peradilan yang 

panjang, dan beban anggaran yang besar. Situasi ini tidak hanya membebani 

aparatur penegak hukum tetapi juga berdampak signifikan pada masyarakat, 

terutama mereka yang terlibat langsung dalam perkara pidana. Dalam 

konteks ini, Kabupaten Pacitan sebagai bagian wilayah integral dari sistem 

hukum nasional, juga menghadapi permasalahan serupa yang memerlukan 

solusi inovatif dan efektif. Merespon kebutuhan akan alternatif penyelesaian 

perkara yang lebih efisien dan berkeadilan, Kepolisian Republik Indonesia 

telah menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

Peraturan ini hadir sebagai terobosan hukum yang bertujuan untuk mengisi 

kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara pidana, terutama untuk 

kasus-kasus tertentu yang memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan. 

Konsep keadilan restoratif yang menjadi landasan Perpol Nomor 8 Tahun 

2021 bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam sistem hukum Indonesia.1 

Sebelumnya, pendekatan ini telah dikenal dalam penanganan perkara anak  

 
1 Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.,https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-

content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-

Restoratif.pdf diakses pada 8 September 2024. 

https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf
https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf
https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf
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melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Namun, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memperluas cakupan penerapan 

keadilan restoratif ke ranah yang lebih luas, termasuk untuk beberapa jenis 

tindak pidana yang melibatkan orang dewasa.2 

 Di Kabupaten Pacitan, implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 

menjadi sorotan penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan 

perkara pidana. Karakteristik masyarakat Pacitan yang masih menjunjung 

tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat menjadikan 

kabupaten ini sebagai wilayah yang cocok bagi penerapan pendekatan 

keadilan restoratif. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal 

memastikan pemahaman yang merata di kalangan aparat penegak hukum 

dan masyarakat tentang mekanisme baru ini. Salah satu kasus yang menjadi 

fokus dalam implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Kabupaten 

Pacitan ialah penyelesaian tindak pidana pencurian kayu. Kasus pencurian 

sebagai studi kasus karena melibatkan emosi personal para pihak yang 

bersifat dinamis dan potensinya untuk diselesaikan melalui pendekatan 

restorative sangat terbuka lebar. Proses penyelesaian kasus pencurian 

melalui mekanisme keadilan restoratif tidak hanya bertujuan untuk 

mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga untuk memulihkan 

 
2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Jakarta: Sekretariat Negara 
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relasi antara pelaku dan korban, serta menjaga harmoni sosial di 

masyarakat.3 

 Implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Kabupaten Pacitan 

juga harus dipertimbangkan dalam konteks reformasi sistem peradilan 

pidana di Indonesia. Upaya ini sejalan dengan amanat Mahkamah Agung 

yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mendorong 

penyelesaian perkara melalui mediasi.4 Meskipun PERMA tersebut lebih 

berfokus pada perkara perdata, semangat untuk menyelesaikan perkara di 

luar pengadilan juga tercermin dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 untuk 

konteks pidana. Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Kabupaten 

Pacitan juga menghadapi tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur hukum 

dan sumber daya manusia. Diperlukan pelatihan intensif bagi aparat 

kepolisian untuk memahami dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif 

secara efektif. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kunci 

penting untuk memastikan partisipasi aktif dan pemahaman publik terhadap 

mekanisme baru ini. Aspek budaya hukum masyarakat Pacitan juga menjadi 

faktor penting dalam implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021. 

Masyarakat yang terbiasa dengan pendekatan litigasi dalam penyelesaian 

 
3 Henny Saida Flora (2017). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN 

PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Jurnal Law Pro 

Justitia Vol. II, No. 2. https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/247 diakses 7 September 2024. 
4 Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/247
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perkara pidana perlu diedukasi tentang manfaat dan proses keadilan 

restoratif. Hal ini memerlukan kerja sama yang erat antara kepolisian, tokoh 

masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun 

kesadaran dan kepercayaan terhadap mekanisme baru ini. 

 Dari perspektif ekonomi, implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 

2021 di Kabupaten Pacitan berpotensi memberikan dampak positif. Pihak-

pihak yang terlibat dalam proses peradilan konvensional dapat menghemat 

biaya dengan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Selain itu, 

penyelesaian yang lebih cepat dan berorientasi pada pemulihan dapat 

membantu menjaga produktivitas masyarakat yang terlibat dalam perkara 

pidana. Dalam konteks penegakan hukum yang lebih luas, implementasi 

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Kabupaten Pacitan juga harus 

mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan 

substantif. Meskipun pendekatan restoratif menawarkan fleksibilitas dalam 

penyelesaian perkara, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip 

hukum dasar tetap dijunjung tinggi. Hal ini termasuk memastikan bahwa 

hak-hak tersangka dan korban tetap terlindungi dalam proses penyelesaian 

perkara. Evaluasi berkala terhadap implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 

2021 di Kabupaten Pacitan juga menjadi penting untuk memastikan 

efektivitasnya. Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang 

komprehensif untuk mengukur dampak penerapan peraturan ini terhadap 

berbagai aspek, termasuk tingkat kepuasan masyarakat, efisiensi 
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penanganan perkara, dan dampaknya terhadap tingkat kriminalitas di 

daerah. 

 Pada awal Oktober 2023, AS (pelapor) memiliki sekitar 40 batang 

kayu jati gelondong dengan panjang 3 meter yang ditumpuk di tepi jalan 

masuk Dusun Tukul, Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten 

Pacitan. Pada tanggal 19 Oktober 2023 antara pukul 08.00-10.00 WIB, IN 

(istri pelapor) melihat beberapa orang mengangkut semua kayu tersebut ke 

truk berwarna kuning. Setelah diselidiki, diketahui pelakunya adalah RK 

dari Dusun Semo, yang merupakan sesama pedagang kayu yang dikenal 

pelapor. Saat dikonfirmasi, RK mengakui telah mengambil kayu tanpa izin 

dan berjanji akan membayar Rp 24.000.000 setelah kayu dijual ke Jepara. 

Namun setelah 5 bulan tidak ada pembayaran dan RK sulit dihubungi, 

akhirnya pada April 2024 AS melaporkan kasus ini ke Polres Pacitan. 

 Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, studi mengenai 

implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Kabupaten Pacitan, khususnya 

dalam konteks penyelesaian tindak pidana pencurian kayu, menjadi sangat 

relevan dan penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran 

tentang pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di 

tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain dalam 

mengimplementasikan kebijakan serupa. Lebih jauh lagi, studi ini 

berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan 

sistem peradilan pidana yang lebih efisien, berkeadilan, dan sesuai dengan 

nilai-nilai masyarakat Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian 
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implementasi peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2021 untuk kasus 

pencurian kayu di Kabupaten Pacitan. 

B. Rumusan Masalah 

 Berlandaskan latar belakang, bisa dirumuskan masalah untuk 

membantu pemahaman dalam membahas masalah yang akan diteliti,  yaitu: 

1. Bagaimana implementasi peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2021 

untuk kasus pencurian kayu di Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Kabupaten Pacitan 

dari implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, 

khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian? 

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep penyelesaian 

perkara pidana pencurian melalui mekanisme di luar pengadilan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berikut ini ialah tujuan riset untuk masalah yang akan dikaji, yang 

dilandaskan pada rumusan masalah di atas: 

1. Untuk menganalisis fungsi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 

dalam penegakan hukum di Kabupaten Pacitan dan mengisi kekosongan 

hukum dalam penyelesaian perkara pidana. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis manfaat yang diperoleh 

masyarakat Kabupaten Pacitan dari implementasi Peraturan Kepolisian 

Nomor 8 Tahun 2021, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian. 
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3. Untuk menganalisis kesesuaian konsep penyelesaian perkara pidana 

pencurian melalui mekanisme di luar pengadilan dalam Peraturan 

Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan prinsip-prinsip hukum pidana 

Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Riset perihal penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 

di Kabupaten Pacitan memiliki keuntungan teoritis dan praktis, yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Pengembangan Ilmu Hukum: Riset ini memajukan teori hukum 

pidana, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan keadilan 

restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 

b. Pemahaman Konseptual: Memperdalam pemahaman tentang 

konsep keadilan restoratif dan aplikasinya dalam konteks hukum 

Indonesia, terutama pada tingkat implementasi di daerah. 

c. Analisis Kebijakan: Memberikan analisis kritis terhadap efektivitas 

peraturan dalam mengisi kekosongan hukum, yang dapat menjadi 

dasar untuk pengembangan kebijakan hukum di masa depan. 

d. Studi Komparatif: Menyediakan basis data untuk studi komparatif 

tentang penerapan keadilan restoratif di banyak daerah di Indonesia 

atau bahkan di tingkat internasional. 

e. Interdisipliner: Menggabungkan perspektif hukum, sosiologi, dan 

antropologi dalam menganalisis dampak peraturan terhadap 
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masyarakat, yang dapat memperkaya pendekatan interdisipliner 

dalam studi hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penegak Hukum: 

o Memberikan evaluasi dan masukan untuk perbaikan 

implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. 

o Mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan dalam 

penerapan keadilan restoratif di tingkat daerah. 

b. Bagi Masyarakat Kabupaten Pacitan: 

o Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang metode 

alternatif penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan 

keadilan restoratif. 

o Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian 

konflik yang lebih konstruktif. 

c. Bagi Akademisi: 

o Menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan untuk 

penelitian lanjutan dalam bidang hukum pidana dan keadilan 

restoratif. 

o Mendorong diskusi akademis tentang reformasi sistem 

peradilan pidana di Indonesia. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Bagan tersebut menggambarkan kerangka konsep yang dipakai untuk 

menangani tindak pidana pencurian biasa. Pendekatan ini mengintegrasikan 

metode keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana konvensional di 

Indonesia. Konsep ini berpijak pada tiga elemen fundamental dalam sistem 

hukum Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan perubahan terbaru 

dalam bentuk Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. 

 Pencurian ialah tindakan mencuri barang orang lain secara melawan 

hukum dengan tujuan untuk menjadi pemiliknya. Di sini, pelaku dengan 

sengaja mencuri barang orang lain tanpa izin orang tersebut. Dengan kata lain, 

pelaku menginginkan uang yang diperoleh dari hasil pencurian barang orang 

lain. Tujuan di sini harus didasarkan pada sifat perbuatan yang memungkinkan 
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penguasaan barang berpindah dari pemilik ke pelaku tanpa izin pemiliknya.5 

Misalnya mengambil dompet, sepeda motor, kayu atau mengambil barang dari 

rumah orang lain. KUHP, sebagai kodifikasi hukum pidana materiil, menjadi 

landasan utama dalam mendefinisikan dan mengkategorikan tindak pidana 

pencurian. Secara umum, tindak pidana yang melibatkan harta benda disebut 

dalam KUHP sebagai "pencurian". Ketentuan mengenai tindak pidana 

pencurian diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Mengenai yang dimaksud dengan pencurian dijelaskan di dalam 

KUHP Pasal 362. Menurut KUHP pencurian dibedakan atas beberapa macam, 

yaitu,6,7 

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) 

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) 

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) 

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) 

5. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP) 

6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP) 

 Menurut KUHP Pasal 362, pencurian biasa ialah “Barang siapa 

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 

 
5 R. Imron, dkk, Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan 

Viktimologi), (Pamekasan: Duta Media, 2022), 25 
6 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PIDANA (KUHP) 
7 P. Ida, dkk, Tindak Pidana dalam KUHP, edisi pertama (Bandung: Penerbit Widina Bakti, 2022), 3-

13 
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pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda 

paling banyak sembilan ratus rupiah”. 

• Pasal 75 tentang orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik 

kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. 

• Pasal 76 tentang Ne Bis In Idem. 

• Pasal 77 tentang gugurnya hak melakukan penuntutan dalam proses 

persidangan 

• Pasal 78 tentang mengatur mengenai kedaluwarsa penuntuan pidana. 

  KUHAP berperan sebagai panduan prosedural dalam menangani 

perkara pidana, termasuk pencurian. KUHAP mengatur secara detail tahapan-

tahapan penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks keadilan restoratif, 

pemahaman terhadap KUHAP tetap penting karena meskipun pendekatan ini 

menawarkan alternatif penyelesaian, prosesnya tetap harus sejalan dengan 

prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku, terutama dalam hal 

perlindungan hak-hak tersangka dan korban. KUHAP sebagai hukum formil, 

telah mengatur penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) dengan 

syarat:8 

• Bukan tindak pidana 

• Tidak cukup bukti 

• Demi Hukum 

 
8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA 

PIDANA (KUHAP) 
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 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 hadir sebagai jembatan 

yang menghubungkan sistem peradilan pidana konvensional dengan 

pendekatan keadilan restoratif. Peraturan ini membuka ruang bagi 

penyelesaian perkara pidana, khususnya untuk kasus-kasus tertentu seperti 

pencurian, melalui mekanisme yang lebih fleksibel dan berorientasi pada 

pemulihan. Implementasi peraturan ini memerlukan pemahaman mendalam 

tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan 

kerusakan, rekonsiliasi antara pihak yang berkonflik, dan reintegrasi pelaku ke 

dalam masyarakat. 

 Dalam kerangka konsep ini, pelapor dan terlapor menjadi aktor utama 

dalam proses penyelesaian perkara. Pelapor, baik korban langsung atau pihak 

lain yang mengetahui terjadinya tindak pidana, sangat penting dalam proses 

mediasi dan mencapai kesepakatan jika kasus ditangani melalui pendekatan 

restoratif. Sebaliknya, dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional, 

terlapor sebagai pihak yang dituduh melakukan tindak pidana diberi 

kesempatan yang lebih konstruktif untuk bertanggung jawab atas tindakannya.  

 Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam konteks 

tindak pidana pencurian melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks. 

Dimulai dari identifikasi kasus yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan 

melalui pendekatan restoratif, proses kemudian berlanjut ke tahap inisiasi di 

mana penyidik menginformasikan opsi keadilan restoratif kepada para pihak. 

Jika kedua belah pihak menyetujui, dilanjutkan dengan proses mediasi yang 

difasilitasi oleh penyidik atau pihak netral yang ditunjuk. Proses ini bertujuan 
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untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang bisa berupa 

permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk pertanggungjawaban lainnya.9 

F. Metode Penelitian 

 Penyusunan metode untuk penelitian terkait penerapan Peraturan 

Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian 

di Kabupaten Pacitan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

  Pendekatan hukum empiris ialah metodologi riset yang memperkuat 

data asli di lapangan untuk menjawab permasalahan pada riset ini. Riset 

ini terlebih dahulu mengkaji batasan-batasan tertulis sebelum melihat 

praktiknya. Metode riset ini menggabungkan data primer dari lapangan 

dengan data sekunder seperti data-data hukum untuk menganalisis 

masalah.  

2. Pendekatan Penelitian 

  Studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji secara 

mendalam suatu fenomena atau kasus tertentu. Pendekatan ini 

menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara dan analisis 

dokumen untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Melalui 

studi kasus, peneliti dapat mengungkap kompleksitas dari suatu peristiwa 

dan memahami konteks yang melatarbelakanginya. Meski memiliki 

 
9 Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.,https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-

content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-

Restoratif.pdf diakses pada 8 September 2024. 

https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf
https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf
https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf
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keterbatasan dalam generalisasi hasil, studi kasus tetap memberikan 

kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat 

menjadi dasar untuk perbaikan praktik di berbagai bidang. 

3. Lokasi dan waktu Penelitian 

 Secara umum penelitian akan dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten 

Pacitan, yaitu : 

• Kantor Kepolisian Resor Kota Pacitan yang berlokasi di Jalan Jendral 

Ahmad Yani No. 60, Pacitan 

• Rumah atau tempat tinggal Pelapor 

• Rumah atau tempat tinggal Terlapor  

Karena tersedianya sumber data yang memungkinkan dilaksanakannya 

riset terkait studi kasus, maka lokasi ini dipilih. 

4. Sumber dan Jenis Data 

 Sumber data berupa data primer dan data sekunder, yakni: 

a. Data Primer berupa informasi yang didapat dari temuan riset. Dimana 

keseluruhan data memperhatikan situasi sosial yang mencakup aspek 

tempat, sumber informasi, dan aktivitas yang berinteraksi, 

b. Data Sekunder berasal dari penelitian kepustakaan, yang mencakup 

buku literatur, Undang-Undang, kamus, dan karya ilmiah sarjana yang 

berhubungan dengan topik riset. Sumber data sekunder yang dipakai 

antara lain: 
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1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-

undangan yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini meliputi: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia 

Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 

c) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

d) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

f) Perkap Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan 

Peraturan Kepolisian 

g) Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan 

h) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan 

Restoratif. 
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i) Selain itu ada juga dari laporan kasus pencurian di 

Kabupaten Pacitan. 

2) Bahan   hukum   sekunder,  atau   bahan   yang   menerangkan 

bahan hukum primer, memuat studi kepustakaan dengan melihat 

literatur, jurnal, dan dokumen yang relevan. 

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan 

indeks. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

  Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan yang dilaksanakan 

melalui wawancara menggunakan teknik tanya jawab dengan rubrik 

pertanyaan yang telah disusun di lokasi penelitian. Kepolisian Resor 

Pacitan, wartawan, terlapor, penasihat hukum, tokoh masyarakat, dan 

pemangku kepentingan lainnya turut berpartisipasi paad riset ini. Metode 

pengambilan data dilaksanakan dengan cara berbicara langsung dengan 

responden atau informan pada saat yang bersamaan. Selain itu, riset ini 

memakai metodologi studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan dan 

meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak 

Pidana serta buku, jurnal, situs web, publikasi ahli, dan karya tulis ilmiah 

yang relevan.  

6. Metode Analisis Data 

  Analisis data dilaksanakan secara kualitatif. Pendekatan analisis data 

dengan logika induktif bertujuan untuk mengekstrapolasi temuan dari 
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masalah umum ke situasi khusus. Setelah melakukan riset lapangan dan 

penelusuran pustaka, prosedur analisis data dilakukan secara kualitatif. 

Temuan analisis kemudian disajikan secara deskriptif sehingga bisa 

digabungkan guna memberikan simpulan tentang masalah penerapan 

hukum dan sistem peradilan pidana di lingkungan Kabupaten Pacitan.  

G. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan dalam mengkaji, menganalisis, dan menguraikan 

temuan riset, maka temuan riset akan disusun menjadi empat bab. Berikut ini 

ialah sistematika penulisan. 

Dalam bab pendahuluan penulis menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka konseptual, metode riset, dan 

sistematika skripsi semuanya dimuat dalam pendahuluan. 

Dalam bab tinjauan pustaka penulis menguraikan: teori kelembagaan 

kepolisian, kekosongan hukum, teori tindak pidana pencurian, dan teori 

restorative justice. 

  Temuan riset dan pembahasan, pada bab ini penulis akan menjabarkan 

sebagai berikut: fungsi  Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam 

penegakan hukum di Kabupaten Pacitan, manfaat yang diperoleh bagi 

masyarakat Kabupaten Pacitan dari implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 

8 Tahun 2021, pandangan hukum Islam terhadap konsep penyelesaian perkara 

pidana pencurian melalui mekanisme restorative justice. 

  Dalam bab penutup penulis menguraikan hasil kesimpulan dan saran. 

 


